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BUPATI LAMONGAN 

PROVINS! JA WA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 

NOMOR (o TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO MOR 77 TAHUN 2019 

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang 

Pengelolaan Dana Desa, beberapa ketentuan 

khususnya mengenai penyaluran dana desa, 
laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
dana desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Bupati Nomor 77 Tahun 2019 ten tang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di 

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 perlu 

disesuaikan kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang 

Pengelolaan Dana Desa, perlu mengubah 

Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 

Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun 
Anggaran 2020 dengan menetapkan kembali 

dalam Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan 
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-/ 
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Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kata Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang ~ 



-3-

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terkahir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Sersumber Dari Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
611); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 
2019 ten tang Prioritas Penggunaan Dana Desa -4 
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Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1012); 
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 

2019 ten tang Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1012); 

13. Peraturan Menteri Keuangan 
205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

2019 Nomor 1700); 

Nomor 
Dana 

Tahun 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 
11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2007 Nomor 10/E); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) 

sebagaimana telah dubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 

8); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 
20 Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2019 Nomor 19); 

17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2019 Nomor 86); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2019 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN 
TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Nomor 
77 Tahun 2019 ten tang Tata Cara Pembagian dan ✓ 
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Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten 
Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Serita Daerah 
Ka bu paten Lamongan Tahun 2019 Nomor 77) diubah, 
sebagai berikut: 
1. Diantara angka 37 dan angka 38 Pasal 1 

disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 37a, dan 
setelah angka 40 ditambah 1 (satu) angka yakni 
angka 41, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud 
dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah 

Kabupaten Lamongan. 
3. Bupati adalah Bupati Lamongan. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja 

yang selanjutnya disingkat APBD 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Lamongan. 

Daerah 
adalah 
Daerah 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 
selanjutnya disingkat APB Desa adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintahan 
Desa. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerin tahan, kepen tingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sis tern Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah kabupaten dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pem bangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. 

8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah 
pilihan kegiatan yang didahulukan dan 
diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya 
untuk dibiayai dengan Dana Desa. J 
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9. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan 

karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, 

ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta 

perubahan atau perkembangan dan kemajuan 

Desa. 

10. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki 

kemampuan melaksanakan pembangunan 

Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan 

masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, 

dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 

11. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi 

sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta 

kemampuan mengelolanya untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas 

hid up manus1a, dan menanggulangi 

kemiskinan. 

12. Desa Berkembang adalah Desa potensial 

menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi 

sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi 

tetapi belum mengelolanya secara optimal 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Desa, kualitas hid up manus1a dan 

menanggulangi kemiskinan. 

13. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki 

potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan 

ekologi tetapi belum, a tau kurang 

mengelolanya dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas 

hidup manusia serta mengalami kemiskinan 

dalam berbagai bentuknya. 

14. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang 

mengalami keren tanan karena masalah 

bencana alam, goncangan ekonomi, dan 

konflik sosial sehingga tidak berkemampuan 

mengelola potensi sumber daya sosial, 

ekonomi, dan ekologi, serta mengalami 

kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 

15. Padat Karya Tunai adalah kegiatan 

pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya 

yang miskin dan marginal, yang bersifat 

produktif dengan mengutamakan pemanfaatan 
sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal 

untuk memberikan tambahan 

upah/ pendapatan, mengurangi kemiskinan, 

dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. ~ 
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16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana 
Desa yang akan diterima oleh setiap Desa 

secara merata yang besarnya dihitung 

berdasarkan persentase tertentu dari anggaran 

Dana Desa yang dibagi dengan Jumlah Desa 

secara nasional. 

1 7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung 

dengan memperhatikan status Desa Tertinggal 

dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki 

jumlah penduduk miskin tinggi. 

18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi 

kepada desa-desa dengan kinerja terbaik 

dalam pengelolaan keuangan desa, 

pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran 

(output) Dana Desa, dan capaian hasil 

(outcome) pembangunan desa 
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung 

dengan memperhatikan jumlah penduduk 

Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah 

Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa 

setiap kabupaten/kota. 
20. Indek Kesulitan Geografis Desa yang 

selanjutnya disebut dengan 1KG Desa adalah 

angka yang mencerminkan tingkat kesulitan 

geografis suatu Desa berdasarkan variabel 

ketersediaan pelayanan dasar, kondisi 

infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. 

21. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya 

disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang 
dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks 

Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan 

Ekologi Desa. 

22. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang 

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 

23. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu 

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 

24. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 

25. 

urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
Sadan Permusyawaratan 
selanjutnya disingkat BPD, 

Desa yang 
adalah lem bag a 

yang melaksanakan fungsi pemerin tahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk ~ 
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Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 

26. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara 

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat 

yang diselenggarakan oleh BPD untuk 

menyepakati hal yang bersifat strategis. 
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang­

undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa 

setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa. 
28. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan 

kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar­

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

29. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 

mengem bangkan 

kesejahteraan 

kemandirian 

masyarakat 

dan 

dengan 

meningkatkan pengetahuan, sikap, 

ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran 

serta memanfatkan sumber daya melalui 

penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan 

pendampingan yang sesuai dengan esensi 

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat 

Desa. 

30. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal U sul 

adalah hak yang merupakan warisan yang 

masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa 

masyarakat Desa sesuai dengan 

perkembangan kehidupan masyarakat. 

31. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat Desa yang telah 
dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif 

dijalankan oleh Desa atau yang muncul 

karena perkembangan Desa dan prakarsa 

masyarakat Desa. 

32. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya 

disebut BUM Desa adalah usaha desa yang 

dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan 
hukum. 

33. Badan U saha Milik Desa Bersama yang 

selanjutnya disebut BUM Desma adalah badan 

usaha yang dibentuk dalam rangka kerja sama 
antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa 
yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. 

34. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah 
pilihan kegiatan yang didahulukan dan J 



-9-

diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya 

untuk dibiayai dengan Dana Desa. 

35. Penyaluran adalah transfer dana dari Kas 

Daerah ke Kas Desa. 

36. Capaian Output adalah realisasi kegiatan 

penggunaan Dana Desa sesuai perkembangan 

penyelesaian fisik di lapangan. 

37. Rencana 

selanjutnya 

Kerja Pemerintah Desa 

disingkat RKPD 

yang 

adalah 

penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun. 

37a. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya 

disingkat RKUN adalah rekening tempat 

penyimpanan uang negara yang ditentukan 

oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara 

Umum Negara untuk menampung seluruh 

penerimaan negara dan membayar seluruh 

pengeluaran Daerah pada bank sentral. 

38. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKUD adalah rekening tempat 

penyimpanan uang Daerah, yang ditentukan 

oleh Bupati, untuk menampung seluruh 

penenmaan Daerah dan membayar seluruh 

pengeluaran Daerah pada bank yang 

ditetapkan. 

39. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat 

RKD adalah rekening tempat penyimpanan 
uang Pemerintahan Desa yang menampung 

seluruh penerimaan Desa dan digunakan 

untuk membayar seluruh pengeluaran Desa 

pada Bank yang ditetapkan. 

40. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan 
Kawasan Perdesaan adalah upaya 

membentuk, memperkuat dan memperluas 

usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada 

satu produk unggulan di wilayah Desa atau di 

wilayah antar-Desa yang dikelola melalui 

kerjasama antar-Desa. 

41. Kan tor Pelayanan Perbendaharaan 
yang selanjutnya disingkat KPPN 

Negara 

adalah 
instansi vertikal Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari 

Bendahara Um urn Negara untuk 

melaksanakan sebagai fungsi Kuasa 

Bendahara Umum Negara. J 
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2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 12 

( 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui 

pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui 

RKUD. 
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dilakukan secara bertahap, 

dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. tahap I paling cepat bulan Januari dan 

paling lambat bulan Juni sebesar 40% 

(empat puluh persen); 

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan 
paling lambat mmggu 

agustus sebesar 40% 

persen); dan 

keempat 
(empat 

c. tahap III paling cepat bulan Juli 

20% (dua puluh persen). 

bulan 

puluh 

sebesar 

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa 

Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, 

dengan ketentuan: 

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan 

paling lambat bulan Juni sebesar 60% 

(enam puluh persen); dan 

b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 
40% (empat puluh persen). 

(4) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) merupakan status Desa hasil penilaian 

yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan 

oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indek 

Desa. 

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) Kepala Desa menyampaikan 

dokumen persyaratan penyaluran kepada 

Bupati dengan ketentuan: 

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai 

APB Desa. 

b. tahap II berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan dan 
capaian keluaran Dana Oesa tahun 
anggaran sebelumnya; dan 

2. laporan realisasi penyerapan dan 
capaian keluaran Dana Desa tahap I 

menunjukkan rata-rata realisasi .; 
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penyerapan paling sedikit sebesar 50% 
(lima puluh persen) dan rata-rata 
capaian keluaran menunjukkan paling 
sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima 

persen); dan 
c. tahap III berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan dan 
capaian keluaran Dana Desa sampai 
dengan tahap II menunjukkan rata-rata 
realisasi penyerapan paling sedikit 
sebesar 90% (sembilan puluh persen) 
dan rata-rata capaian keluaran 

menunjukkan paling sedikit sebesar 

75% (tujuh puluh lima persen); dan 

2. laporan konvergensi pencegahan 
stunting tingkat desa tahun anggaran 
sebelumnya. 

(6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) Kepala Desa menyampaikan 

dokumen persyaratan penyaluran kepada 
Bupati dengan ketentuan: 
a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai 

b. 
APB Desa; dan 
tahap II berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan 

capaian keluaran Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya; 

2. laporan realisasi penyerapan dan 
capaian keluaran Dana Desa tahap I 
menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 50% 
(lima puluh persen) dan rata-rata 
capaian keluaran menunjukkan paling 

sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima 
persen); 

3. laporan konvergensi pencegahan 
stunting tingkat desa tahun anggaran 
sebelumnya. 

(7) ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa 

untuk Desa berstatus Mandiri sebagai 

dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada 

tanggal 1 Januari 2021. 

3. Ketentuan Pasal 26 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) 
dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai 
berikut: / 
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Pasal26 

( 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 

penyerapan dan capaian output Dana Desa 

setiap tahap penyaluran kepada Bupati. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) terdiri atas: 

a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa 

dan capaian output tahun anggaran 

se belumnya ; 

b. laporan konvergensi pencegahan 

pencegahan stunting tingkat Desa tahun 

anggaran sebelumnya; dan 

c. laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa sampai dengan tahap II. 

(3) Dihapus. 

(4) Dihapus. 

(5) Dihapus. 

4. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) 
pasal, yakni Pasal 26A dan Pasal 26B sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 26A 

(1) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian 

dokumen persyaratan penyaluran dengan 

kondisi penyerapan dan capaian keluaran 

(output) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

26 ayat (1). 

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) Bupati menyampaikan 

dokumen persyaratan penyaluran atas desa 

yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku 

KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

setiap minggu. 

Pasal 26B 

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi 

atas: 

a. laporan realisasi penyerapan dan capa1an 

keluaran ( output) Dana Desa; 

b. laporan konvergensi pencegahan stunting 
tingkat desa; 

c. sisa Dana Desa di RKD; dan/ a tau . 

d. capaian keluaran ( output) Dana Desa. J 
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(2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan 

evaluasi atas s1sa Dana Desa di RKD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati: 

a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa 

mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; 
b. meminta aparat pengawas fungsional 

daerah un tuk melakukan pemeriksaan. 

5. Ketentuan BAB VII dihapus. 

Pasal II 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Lamongan. 

Ditetapkan di Lamongan 

pada tanggal 2020 

GAN, 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal J... JQ.,-\,\fA/'; 2<) 2v 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

1
NGAN, 

./ 

YU NUR EFENDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 

TAHUN J.o 21) NOMOR b -----


